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Arab Saudi Stop Sementara Haji Furoda

Senayan Minta Kemenhaj
Sosialisasi Gegah Penipuan

Senayan menyoroti keputusan Pemerintah Arab Saudi
tidak menerbitkan visa haji foruda di tahun 2026 bagi
calon jemaah dari seluruh dunia. Dengan adanya
kepastian itu, masyarakat diminta tidak terkecoh
dengan tawaran haji menggunakan visa furoda.

ANCGOTA Komisi VI DPR
An'im Falachuddin mengatakan,
keputusan Pemerintah Arab Sau
di itu hisa dimaklumi di tengah
kondisi krisis Timur Tengah.
“Keputusan itu harus kita hor
mati,” ujar An'im di Jakarta,
Rabu {15/4/2026)

Diketahui. Kementerian Haji
dan Umrah (Kemenhaj) Indone
sia menyampaikan Pemerintah
Arab Saudi tak lagi mengeluarkan
visa haji furnda pada tabun 2026,
Haji furoda atau haji mujamalah
adalah program haji non kuota

yang menggunakan visa undan

gan resmi dari Pemerintah Arab

Saudi, bukan kuota Kemenhaj.
An'im melanjutkan. selama

ini visa haji foruda kerap men-

jadi pilihan dan alternatif se

bagian masyarakat Indonesia.
Alasannya, berangkar haji bisa
dilakukan cepat lanpa menunggu
antrean panjang. Apalagi di Indo

nesia, masa tunggy haji reguler
bisa mencapai puluhan tahun,
sehinpga skema furoda sering
dianggap sebagai jalan pintas.

Namun, ia mengingatkan
kondisi tahunini berbeda. Dengan
tidak diterbitkannya visa haji
furoda oleh Pemerintah Arab
Saudi, maka sefuruh tawaran
keberanpkatan haji mengpuna
kan jalur tersebut patur dicurigai
dan diwaspadai. *Jangan sampai
masyarakat tertipu iming-iming
keberangkatan haji instan.” in
gatnya,

An'im menyebut, Pemnerintah
Arab Saudi hanya mengeluarkan
visa haji resmi untuk penye
lenpgaraan ihadah haji tabun 2026.
Indonesia sendiri akan mem
berangkatkan jemaah melalui jalur
hiaji reguler dan haji khusus yvang
seluruhnya menggunakan visa
resmi dari otoritas Arab Saudi.

Karena itu, Kementerian Haji
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An'im Falachuddin

dan Umrah (Kemenhaj) harus
mengintensifkan sosialisasi terkait
soal visa haji furoda tabun ind.
Sosialisasi harus diperkuat agar
masyarakat benar-benar memaha
mi tidak ada haji furoda tahun ini.

Pemerintah juga harus tegas
memberikan sanksi kepada pi
hak-pihak yang masih menawar
kan keberangkatan haji meng
sunakan visa furoda pada tahun
ini. Karena i jelas menyesat
kan dan berpotensi merugikan
masyarakat. 'Kami minta seluruh
jemaah haji berhati-hati dengan
segala macam penipuan,” tegas

palitikus PKB ini.

Sementara, Wakil Menteri Haji
dan Umrah {(Wamenhaj) Dahnil
Anzar Simanjuntak menegaskan,
sati-sannya visa haji vang diakui
secara resmi oleh Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Arab
Saudi adalah visa haji reguler
dan haji khusus. *Jadi tahun ini
Saudi tidak mengeluarkan visa
haji furoda. Yang jelas visa yang
legal itu namanya visa haji.”
tegas Dahnil di Jakarta, Selasa
{14/4{2026).

Dabnil mengingatkan, pro
mosi keberangkatan haji instan
melalui media sosial (medsos)
perlu dicermati secara kritis.
Karena praktik tersebut berisiko
menjerumuskan masyarakat ke
dalam skema penipuan maupun
pemberangkatan haji ilegal.

Untuk mengantisipasi hal ter
sebut, Kemenhaj bersama Polri
tengah menyiapkan pembentu
kan Satuan Tugas {Satgas) Pen
cegahan Haji legal. Mereka
akan fokus menindak berhagai
modus pemberangkatan haji
non-prosedural. “Kalau tetap
berulang, maka secara otomatis
pihak kepolisian akan melakukan

penindakan pidana,” tegasnya.

Dia melanjutkan. jalur resmi
pelaksanaan ihadah haji bagi
masyarakat Indonesia hanya
melalui dua skema. yakni haji
reguler dan haji khusus. Selain
dua hal ini, dipastikan tidak
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. "Tidak ada haji 1anpa
antre. Haji itu pasti antre," tegas
politikus Cerindra ini.

Dabnil menambahkan, masa
tunggu haji reguler saat ini
herkisar 26 tahun. Angka terse
but lebih singkat dibandingkan
sebelumnya vang sempat men
capai hampir 50 tahun di be
herapa daerah. Sedangkan untuk
haji khusus, masa tunggu berada
di kisaran enam tahun.

Kemenhaj terus melakukan
pembenahan tata kelola haji
sesuai arahan Presiden Prabowo
Subianto. termasuk upaya mem
percepat masa tunggu haji agar
lehil realistis. Karena itu, masya
rakat diimbau agar tidak mudah
tergiur tawaran yang fidak sesuai
mosedur. "Pastikan pendaftaran
haji dilakukan melalui jalur resmi
guna menghindari kerugian dan
risiko hukum.” tutupnya. mTiF
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